WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 28| TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Menimbang :

Mengingat

TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2025;

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan
Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68356);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .
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11.
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13.

14.

15.

=B

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota
Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam
Nomor 1605);

MEMUTUSKAN. . .




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan
strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja
Perangkat Daerah Triwulan [ tahun berjalan.

Perubahan  Rencana  Kerja  Perangkat  Daerah
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

a BABI PENDAHULUAN

b BABII HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT
DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

c BABIII RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

d BABIV PENUTUP

Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai
dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

Perubahan Rencana  Kerja  Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat
Daerah;

b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS
Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun
2025; dan

c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan untuk memastikan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah
disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM. . .
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 JuM 202§

WALI KOTA BATAM,




LAMPIRAN XII : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM

NOMOR : 28\ TAHUN 2025

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS PERIKANAN TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN TAHUN 2025
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Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa
karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja
Dinas Kota Batam Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Batam memuat
rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Tahun
Anggaran 2025 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025 - 2030.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat
ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan
keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan
terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.
Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan
ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan
keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah
ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap
organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap
memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut,
sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud
melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan
Kota Batam Tahun 2025, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak

yang berkepentingan.

Batam, Juli 2025
rala-Dinas Perikanan

(BT Ad . \

(= hld=p—l
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Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025

DAFTAR ISI
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Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah Tahun 2025 s/d Triwulan I

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025 s/d
Triwulan I

Tabel 3.1. Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu
pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 .

il



Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program,
kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang
disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat
Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya
dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program
dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan
Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala
Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan
Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan
Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada
surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman
pada:
a. Rancangan Perubahan RKPD;
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi,
kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan

b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai
dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan

c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika

sebagai berikut:

a. pendahuluan;
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Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025

b.

C.

d.

evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 7/000.7.2/IV/2025 tentang

Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025
maka Dinas Perikanan Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang
berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025, setelah melakukan evaluasi
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun
perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja

Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1)

2)

8)

9)

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 5587);

Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021 - 2026
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021
Nomor 01);

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 220 Tahun 2022 Tentang Rencana
Strategis Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah
Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1088);

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025; dan

10) Surat Edaran Walikota Batam Nomor 7/000.7.2/IV/2025 tentang Pedoman

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
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Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan
Kota Batam Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat
daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana
Strategis Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025 - 2030 sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan
Kota Batam Tahun 2025 yaitu:

1) Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi
daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala
Daerah.

2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Dinas
Perikanan Kota Batam Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan Perubahan
KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Batam terdiri
dari 4 (empat) bab, yaitu:

BABI PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
2.1 Landasan Hukum
3.1 Maksud dan Tujuan
4.1 Sistematika Penulisan

BABII EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan

Triwulan II (Tahun Berjalan)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting

4.2 Kaidah Pelaksanaan

4.3 Rencana Tindak Lanjut

I-3



Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN
II TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan
Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan
pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja
tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat
Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah
dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan dapat dilihat
pada tabel 2.1 di bawah ini
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Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 s/d Triwulan I

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perikanan Kota Batam

Realisasi Capaian

Perikanan Budidaya

. . Program/ .
Urusan/Bidang Urusan . S Target Kmerjg Capaian Kegiatan/Sub T1ng1'<at
) Indikator Kinerja Program Program /Kegiatan/Sub . Capaian
Kode Pemerintahan Daerah dan . > . Kegiatan s.d L
. . (Outcome)/Kegiatan (Output) Kegiatan (Renja Tahun . Realisasi
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Triwulan I (s.d o
2025) Target (%)
Maret Tahun
2025)
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100
P P lol
rogram engelolaan | yumlah Produksi Nelayan Kecil 25.787,71 Ton 14.233,65 Ton 55,19%
Perikanan Tangkap
Kegiatan Pemberdayaan Nelayan .
lah 1 kecil
Kecil dalam Daerah | 2272 nelayan een yans 5.807 RTP 5.620 RTP 96,78%
diberdayakan
Kabupaten/Kota
Sub .Kegiatan Peng.embangan Jumla.h nelayan kecil yang meningkat 50 orang 0 0
Kapasitas Nelayan Kecil kapasitasnya
Kegi Pelak
Fasiitasi  Pembentakan  dan | 202D kelompoke nelayan  yang
difasilitasi Pembentukan dan 60 kelompok 62 kelompok 100%
Pengembangan Kelembagaan Pengembangan Kelembagaannya
Nelayan Kecil g & & Y
Kegi Pelak
Sub. . .eg1atan claxsanaan Jumlah unit usaha yang difasilitasi
Fasilitasi Bantuan Pendanaan, . .
. . penyaluran bantuan pendanaan, 5.000 unit usaha 5.000 unit usaha 100%
Bantuan Pembiayaan, Kemitraan . .
bantuan pembiayaan kemitraan usaha
Usaha
Penyediaan Sarana dan | Jumlah Sarana  dan Prasarana
Prasarana Pemberdayaan Usaha | Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala 381 unit 0 0
Nelayan Skala Kecil Kecil
P P lol
rogram engelolaan Jumlah Produksi Pembudidaya Ikan 9.614,28 Ton 5.356 ton 55,71%
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Realisasi Capaian

. . Program/ .
Urusan/Bidang Urusan . o Target Klnerjg Capaian Kegiatan/Sub ngkat
) Indikator Kinerja Program Program /Kegiatan/Sub - Capaian
Kode Pemerintahan Daerah dan . > . Kegiatan s.d L
. . (Outcome)/Kegiatan (Output) Kegiatan (Renja Tahun . Realisasi
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Triwulan I (s.d o
2025) Target (%)
Maret Tahun
2025)
Kegiatan Pemberdayaan | Jumlah kelompok pembudi daya ikan
50 kel k 0 0
Pembudi Daya Ikan Kecil kecil yang diberdayakan clompo
Sub Kegiatan Pengembangan | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan
Kapasitas Pembudidaya Ikan | Kecil yang Mengikuti Pengembangan 20 kelompok 0 0
Kecil Kapasitas
Kegi Pelak
Sub. . 'eg1atan claxsanaan | rumlah kelompok pembudidaya ikan
Fasilitasi Pembentukan dan . .
kecil yang mengikuti pembentukan dan 30 kelompok 0 0
Pengembangan Kelembagaan encembancan kelembacaan
Pembudi Daya Ikan Kecil peng & &
Kegiatan Pengelolaan | Jumlah pembudi daya ikan yang o
Pembudidayaan Ikan memenuhi SOP 515 RTP 450 RTP 87,38%
Kegi P i D
3:: Ir‘ffc::rf;si ;Izrelsllj;za ::i Jumlah Data dan Informasi
Y Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) 4 dokumen 2 dokumen 50%
Ikan dalam 1 (satu) Daerah Daerah Kabupaten /Kota
Kabupaten/Kota P
IS{I(j]saehafflfllI:rri dan Lﬁoiﬁirlzr% Dokumen hasil pelaksanaan monitoring
. & & kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 12 dokumen 6 dokumen 50%
Budidaya dalam 1 (satu) Daerah (satu) Daerah Kabupaten /Kota
Kabupaten/Kota P
Sub Kegiatan Penjaminan
Ketersediaan Sarana | Jumlah sarana pembudidayaan ikan 137 unit o o
Pembudidayaan Ikan dalam 1 | dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengolahan Dan | Jumlah Produksi Pengolah Hasil 1.465,29 Ton 733,80 Ton 50,08%

Pemasaran Hasil Perikanan

Perikanan
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Realisasi Capaian

. . Program/ .
Urusan/Bidang Urusan . o Target Klnerjg Capaian Kegiatan/Sub ngkat
) Indikator Kinerja Program Program /Kegiatan/Sub - Capaian
Kode Pemerintahan Daerah dan . > . Kegiatan s.d L
. . (Outcome)/Kegiatan (Output) Kegiatan (Renja Tahun . Realisasi
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Triwulan I (s.d o
2025) Target (%)
Maret Tahun
2025)
Jumlah h lah d
Kegiatan Pembinaan Mutu dan nma usa ‘a Pengoa an ar.l
Keamanan Hasil Perikanan baei pemasaran hasil perikanan skala kecil
& | dan mikro yang mendapatkan 200 Unit Usaha 100 unit usaha 50%
Usaha Pengolahan dan embinaan mutu dan keamanan hasil
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil p .
perikanan
Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan
Pembinaan terhadap Penerapan | Pemasaran Hasil Perikanan yang
Persyaratan Perizinan Berusaha | mendapatkan pembinaan terhadap
Pada Usaha Pengolahan dan | Penerapan Persyaratan Perizinan 200 Unit Usaha 100 unit usaha 50%
Pemasaran Hasil Perikanan | Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan
sesuai Skala Usaha dan Risiko Pemasaran Hasil Perikanan sesuai
Skala Usaha dan Risiko
Kegiatan Penyediaan dan
Penyaluran Bahan Baku
lah ikan k i i
Industri Pengolahan Ikan | °Uiah ikan konsumsi yang tersedia 44.195,58 Ton 23.025,11 Ton 52,10%
dan tersalurkan (ton)
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
Kegi Peningk
Sub .eglatan eningkatan Jumlah peningkatan ketersediaan ikan
Ketersediaan Ikan untuk .
. untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan
Konsumsi dan Usaha 945 ton - -
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengolahan dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Sub. . KeglaFan Pemberian Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala
Fasilitas  bagi ~Pelaku = Usaha Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah
Perikanan Skala Mikro dan Kecil . 88 pelaku usaha 0 0
Kabupaten/Kota yang terfasilitasi
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
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Realisasi Capaian

. . Program/ .
Urusan/Bidang Urusan . o Target Klnerjg Capaian Kegiatan/Sub ngkat
) Indikator Kinerja Program Program /Kegiatan/Sub - Capaian
Kode Pemerintahan Daerah dan . > . Kegiatan s.d L
. . (Outcome)/Kegiatan (Output) Kegiatan (Renja Tahun . Realisasi
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Triwulan I (s.d o
2025) Target (%)
Maret Tahun
2025)
Program Penunjang Urusan . .
Pemerintahan Daerah Nilai Sakip 70,5 i i
Kegiatan Administrasi | Persentase l?e.gawai . yang menerima 100% 100% 100%
Keuangan Perangkat Daerah layanan administrasi keuangan
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Jum'lah Orang yang Menerima Gaji dan 95 orang/bulan 91 orang/bulan 95,79%
dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Kegiatan Administrasi | Persentase ASN yang ditingkatkan 0 o 0
Kepegawaian Perangkat Daerah | kompetensinya
lah i k
Sub Kegiatan Pendidikan dan | L0 H0 PR R e dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan & . yang & P 8 orang 0 0
. pelatihan
Tugas dan Fungsi
. .. . Persentase Pemenuhan Pelayanan
K A
cglatan dministrasi  Umum Umum Perkantoran 100% 61,67% 61,67%
Perangkat daerah
Sub Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi | Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan  Bangunan | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 paket 1 paket 100%
Kantor yang Disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan | Jumlah Paket Peralatan dan
Peralatan dan  Perlengkapan | Perlengkapan 6 paket 3 paket S50%
Kantor Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan
Sub Kegiatan Penyediaan
Perlengk k k 1009
Peralatan dan Perlengkapan criengkapan 3 paket 3 paket 00%

Kantor yang Disediakan
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Realisasi Capaian

. . Program/ .
Urusan/Bidang Urusan . o Target Klnerjg Capaian Kegiatan/Sub ngkat
) Indikator Kinerja Program Program /Kegiatan/Sub - Capaian
Kode Pemerintahan Daerah dan . > . Kegiatan s.d L
. . (Outcome)/Kegiatan (Output) Kegiatan (Renja Tahun . Realisasi
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Triwulan I (s.d o
2025) Target (%)
Maret Tahun
2025)
Kantor (UPTD Pelayanan Bidang
Perikanan)
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
.. . . 0 paket 0 0
Logistik Kantor yang disediakan
lah Paket B k
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Jumla aket Barang Cetakan dan
Penggandaan 2 paket 1 paket 50%
Cetakan dan Penggandaan .
yang Disediakan
Kegi P 1
Sub eg1ata}n .enye enggaraar% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ) ) ; 12 laporan 6 laporan 50%
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SKPD
Sub Kegiatan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
121 1 9
SKPD (UPTD Pelayanan Bidang | Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 laporan 6 laporan 50%
Perikanan)
Kegiatan ~ Pengadaan — Barang Persentase realisasi pengadaan baran
Milik Daerah Penunjang Urusan .. . peng g 100% 21,55% 21,55%
) milik daerah sesuai rencana kebutuhan
Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan 68 unit 0 0
Sub Kegiatan . P(?ngadaan Ju‘mlah unit. Pe‘ralatan dan Mesin 97 unit 95 95,59%
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yang disediakan
:z: Keg;f;::rzzzgadiii dsj;iia Jumlah unit Sarana dan Prasarana
& Pendukung Gedung Kantor atau 3 unit 0 0

Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Bangunan Lainnya yang disediakan
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Realisasi Capaian

. . Program/ .
Urusan/Bidang Urusan . o Target Klnerjg Capaian Kegiatan/Sub ngkat
) Indikator Kinerja Program Program /Kegiatan/Sub - Capaian
Kode Pemerintahan Daerah dan . > . Kegiatan s.d L
. . (Outcome)/Kegiatan (Output) Kegiatan (Renja Tahun . Realisasi
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Triwulan I (s.d o
2025) Target (%)
Maret Tahun
2025)
Kegiatan Penyediaan Jasa | Persentase kebutuhan jasa penunjang
Penunjang Urusan | Urusan Pemerintahan Daerah yang 100% 50% 50%
Pemerintahan Daerah terpenuhi
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa | Jumlah laporan penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air | Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 laporan 6 laporan 50%
dan Listrik Listrik yang disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa | Jumlah lapora.m jz?lsa pelayanan umum 12 laporan 6 laporan 50%
Pelayanan Umum Kantor Kantor yang disediakan
P t P lih B Milik
Kegiatan Pemeliharaan Barang D(:‘::ar;lase erg:nluil.‘:zn aran%rusl;n
Milik Daerah Penunjang Urusan . Jang . 100% 92,98% 92,98%
) Pemerintahan Daerah yang layak fungsi
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan, Pajak, dan | atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 12 unit 12 unit 100%
Perizinan  Kendaraan  Dinas | dipelihara dan dibayar Pajaknya
Operasional atau Lapangan
Sub  Kegiatan .Pem.eliharaan Jl‘Jml.ah peralatan dan mesin yang 38 unit 30 unit 78.,94%
Peralatan dan Mesin Lainnya dipelihara
Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah gedung kantor dan bangunan 1 unit 1 unit 100%

Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

lainnya yang dipelihara/rehabilitasi
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2.1.1 Realisasi

program/kegiatan yang tidak memenuhi
hasil/keluaran yang direncanakan:

*) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

target kinerja

® Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Hingga Bulan Juni 2025 realisasi kinerja Kegiatan Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 21,55%,
dimana seharusnya realisasi kinerjanya sebesar paling kurang 50%.

Sub kegiatan yang berkontribusi terhadap ketidakpencapaian target
tersebut adalah :

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana
dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
dimana realisasi kinerjanya masih 0% karena terkendala pada
masalah pengadaan barang secara e-purchasing.

2.1.2 Selain program/kegiatan tersebut di atas realisasi program/kegiatan yang

telah memenuhi atau melebihi target.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kota Batam dapat dilihat
pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025

s/d Triwulan I

Target Kinerja

Realisasi/ Proyeksi

Indikator Capaian Renstra Kinerja Capaian Renstra Catatan
No Sasaran PD Tahun 2025 Tahun 2025 TW II Analisis
Satuan Volume Satuan Volume
1 2 3 4 5 6 7
1 . Capaian
;‘;ﬁgﬁg"dum Ton 35.402 Ton 19.589,65 | sebesar
55,33%.
2 Hasil
Angka Konsumsi Kg/kapita Kg/kapita p.engh1tupgan
33,33 - diketahui
Ikan /tahun /tahun
pada tahun
2026

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

bidang atau bagian di Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan isu-isu penting pelayanan beserta faktor-
faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan pembangunan adalah penyebab
terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini
dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang
dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Menjabarkan isu-isu penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi oleh
Perangkat Daerah secara jelas dan rinci yang terjadi pada masing-masing

1. Isu-isu penting terkait Penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang
Ecocity di Pulau Rempang.
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a. Dengan ditetapkannya PSN tersebut Kawasan Budidaya Air Payau dan

Budidaya Air Tawar di pulau tersebut yang sudah berproduksi selama
beberapa tahun akan ditutup dan diperkirakan akan memberikan
dampak yang nyata terhadap penurunan produksi perikanan budidaya
Kota Batam.

. Penetapan PSN tersebut juga memberikan dampak kepada nelayan kecil

di pulau tersebut karena berdampak terhadap wilayah penangkapan
mereka sehingga diperlukan perlakuan khusus berupa bantuan sarana
perikanan tangkap yang memadai agar para nelayan kecil tersebut bisa
menangkap ikan di wilayah penangkapan alternative yang lebih baik.

2. Isu-isu penting terkait dukungan terhadap pelaksanaan pemenuhan visi dan
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misi walikota dan wakil walikota terpilih.

a. Dengan diangkatnya Walikota dan Wakil Walikota Batam Terpilih pada

Tahun 2025, maka visi dan misi yang telah disampaikan walikota dan
wakil walikota terpilih harus segera diwujudkan. Untuk itu perlu
dukungan dana sehingga refocusing anggaran perlu dilakukan sesuai
amanat Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
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BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota
Batam pada Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan
Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

Program dan Kegiatan serta Sub kegiatan yang mengalami perubahan
yaitu sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1) Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi mengalami pengurangan anggaran dikarenakan
refocussing anggaran.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD mengalami pengurangan anggaran dikarenakan refocussing
anggaran.
c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Peralatan dan
Mesin
1) Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya mengalami
penambahan anggaran dikarenakan untuk mengakomodir
penambahan ASN.
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mengalami
penambahan anggaran dikarenakan pegawai THL yang diperpanjang
proses pengangkatannya.
e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya mengalami penambahan anggaran dikarenakan
merenovasi atap gedung kantor.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
a. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
1) Subkegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan
Pembiayaan, Kemitraan Usaha mengalami pengurangan anggaran
dikarenakan refocussing anggaran.

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
a. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
1) Subkegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan lkan
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota mengalami penambahan
anggaran dikarenakan Penambahan Bantuan Sarana Budidaya
terkait PSN Rempang Eco City.

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
a. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan kecil
1) Subkegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan
Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
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sesuai Skala Usaha dan Risiko mengalami pengurangan anggaran
dikarenakan refocussing anggaran.
b. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan

Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Subkegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan
Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
mengalami pengurangan anggaran dikarenakan refocussing
anggaran.
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Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Program
(Outcome)/Kegiatan

Target

Pagu

Keterangan

Kode K
(Output)/Subkegiatan (Sub Output)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Selisih
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9-8 11
DINAS PERIKANAN + UPTD PELAYANAN BIDANG PERIKANAN 29.126.433.161 | 29.379.354.706 252.921.545
3.25.0.0
0.0.00.0 | DINAS PERIKANAN 29.077.270.861 | 29.326.012.406 248.741.545
1.0000
URUSAN PEMERINTAHAN g]l;l\lliz}l\!l:NT AHAN
3.25 BIDANG KELAUTAN DAN 29.077.270.861 | 29.326.012.406 248.741.545
PERIKANAN BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN
PROGRAM Persentase
PROGRAM PENUNJANG PENUNJANG pelaksanaan Nilai SAKIP PD
URUSAN PEMERINTAHAN | URUSAN penunjang o
3.25.01 DAERAH PEMERINTAHAN urusan (sl::zgzr.nNilai) 100% 70,5 17.221.540.361 | 17.724.066.906 502.526.545
KABUPATEN/KOTA DAERAH pemerintah *
KABUPATEN/KOTA daerah
Indeks Pelayanan
Kesekretariatan - 80 15.557.530.381 | 15.664.060.546 | 106.530.165
PD (Dengan
Satuan:Nilai)
Persentase
et q Administrasi Persentase
3.25.01 Administrasi Keuangan pstial Keuangan egawai yan,
POt g Keuangan Perangkat g pegawal yang 100% 100% 15.227.204.381 | 15.319.753.546 92.549.165
2.02 Perangkat Daerah Perangkat menerima (Dengan
Daerah
Daerah yang Satuan:Persentase)
terpenuhi
Jumlah Orang yang
Jumlah Orang Menerima Gaji dan 95 95
3.25.01.2 | Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan yang Menerima | Tunjangan ASN
.02.0001 | Tunjangan ASN Tunjangan ASN Gaji dan (Dengan Orar;i/bul Oran{rgl/bula 15.227.204.381 15.275.913.546 48.709.165
Tunjangan ASN | Satuan:Orang/bula
n)
Jumlah
Penyediaan Dokumen Hasil %iﬁ%%if;;;‘;gin
3.25.01.2 | Penyediaan Administrasi Administrasi Penyediaan . . 0 12
.02.0002 | Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas Administrasi Administrasi Dokumen Dokumen 0 43.840.000 43.840.000
Pelaksanaan Tugas
ASN Pelaksanaan ASN
Tugas ASN
3.25.01 Administrasi Kepegawaian Administrasi Persentase Persentase ASN
T peg Kepegawaian Pelaksanaan yang ditingkatkan 100% 100% 153.300.000 - (153.300.000)
2.05 Perangkat Daerah s B A
Perangkat Daerah Administrasi kompetensinya
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Indikator Program

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome.) /Kegiatan Target Pagu Keterangan
(Output)/Subkegiatan (Sub Output)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Selisih
Kepegawaian (Dengan
Perangkat Satuan:Persentase)
Daerah yang
terlaksana
Jumlah. Jumlah Pegawai
Pegawai Berdasarkan Tugas
L s . Pendidikan dan Berdasarkan .
3.25.01.2 Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Pegawai Tugas dan dan Fungsi yang
= A Pegawai Berdasarkan Tugas . Mengikuti 8 Orang 0 Orang 153.300.000 - (153.300.000) Refocussing
.05.0009 . Berdasarkan Tugas Fungsi yang 1+
dan Fungsi . o Pendidikan dan
dan Fungsi Mengikuti .
1 Pelatihan (Dengan
Pendidikan dan Satuan:Orang)
Pelatihan ) &
Persentase Persentase
Penyediaan Pemenuhan
3.25.01. | Administrasi Umum Administrasi Umum | Administrasi Pelayanan Umum 5 9
2.06 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Umum Perkantoran H L (S CRAHA ULy (e brioly)
Perangkat (Dengan
Daerah Satuan:Persentase)
Jumlah Paket Jumlah Paket
Komponen Komponen Instalasi
Penyediaan Komponen Penyediaan Instalasi omp
3.25.01.2 | Instalasi Komponen Instalasi Listrik /Penera Listrik/Penerangan
T AA . o Bangunan Kantor 1 Paket 1 Paket 4.460.000 3.370.000 (1.090.000)
.06.0001 | Listrik/Penerangan Listrik /Penerangan ngan .
yang Disediakan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Bangunan (Dengan
Kantor yang Satuin'Paket]
Disediakan )
Jumlah Paket Jumlah Paket
di 1 1 d Peralatan dan
3.25.01.2 | Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan | Peralatan dan Perlengkapan
A dan Perlengkapan Perlengkapan 3 Paket 6 Paket 226.240.700 224.051.000 (2.189.700)
.06.0002 | Perlengkapan Kantor Kantor yang
Kantor Kantor yang . .
Disediakan Disediakan (Dengan
Satuan:Paket)
Jumlah Paket Jumlah Paket
Penyediaan Barang Barang Barang Cetakan
8.25.01.2 | Penyediaan Barang Cetakan dan Cetakan dan dan Penggandaan 1 Paket 2 Paket 17.930.000 20.440.000 2.510.000
.06.0005 | Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Penggandaan
yang (Dengan
Disediakan Satuan:Paket
Jumlah
1 1 Jumlah Laporan
3.9501.2 Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Laporan Penyelenggaraan 12
R Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan | Penyelenggaraa L 12 Laporan 448.089.000 77.793.000 (870.296.000) Refocussing
.06.0009 . Rapat Koordinasi Laporan
SKPD Konsultasi SKPD n Rapat -
) . dan Konsultasi
Koordinasi dan

111-4




Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025

Indikator Program

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)/Kegiatan Target Keterangan
(Output)/Subkegiatan (Sub Output)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Selisih
Konsultasi SKPD (Dengan
SKPD Satuan:Laporan)
Persentase
Kebutuhan Pers‘ent?se
Pengadaan Barang el ;iz::;s:is;an barang
3.25.01. | Pengadaan Barang Milik | iy poerap SECHLS milik daerah
2' 07' * | Daerah Penunjang Urusan Penuniang Urusan Penunjang sesuai rencana 100% 100% 336.181.000 750.389.000 414.208.000
: Pemerintah Daerah Jjang Urusan
Pemerintah Daerah : kebutuhan
Pemerintah (Dengan
Daerah yang g .
terpeniihi Satuan:Persentase)
Jumlah Paket
3.25.01.2 Jumlah Paket | oy o) ong . .
Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel Mebel yang . 68 Unit 56 Unit 57.596.000 141.429.000 83.833.000
.07.0005 Disediakan Disediakan (Dengan
Satuan:Unit)
Jumlah Unit Jumlah Unit
Peralatan dan Peralatan dan
363568(1)62 ifer;“fidf;ﬁfe;alatan dan giﬁi:?;f;ﬁafn Mesin Lainnya | Mesin Lainnya yang | 27 Unit 54 Unit 261.981.000 587.222.000 325.241.000
T Y ¥y yang Disediakan (Dengan
Disediakan Satuan:Unit)
Jumlah Unit
Pencadaan Sarana Sarana dan Jumlah Unit
Pengadaan Sarana dan & Prasarana Gedung Kantor
3.25.01.2 | Prasarana Pendukun dan Prasarana Pendukun atau Bangunan
NG g Pendukung Gedung g : gu 3 Unit 6 Unit 16.604.000 21.738.000 5.134.000
.07.0011 Gedung Kantor atau Kantor atau Gedung Kantor | Lainnya yang
Bangunan Lainnya . atau Bangunan | Disediakan (Dengan
Bangunan Lainnya
Lainnya yang Satuan:Unit)
Disediakan
Persentase T
kebutuhan S
di Penyediaan Jasa jasa reallsa:isll q
3.25.01. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan penunjang penyeciaan jasa
2.08 Penunjang Urusan Pemerintahan Urusan penunjang sesuai 100% 100% 156.711.280 545.613.360 388.902.080
: Pemerintahan Daerah 5 perencanaan
Daerah Pemerintahan (Dengan
Daerah yang £ R
terpenuhi Satuan:Persentase)
‘I{chl)lraa}; Jumlah Laporan
3.25.01.2 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Peg ediaan Penyediaan Jasa 12
0'8 600'2 Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber JaSZ Komunikasi, Laporan 12 Laporan 114.970.000 174.700.000 59.730.000
T Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Komunikasi Sumber Daya Air p
Sumber Day’a dan Listrik yang
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Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Program
(Outcome)/Kegiatan

Target

Kode ) Pagu Keterangan
(Output)/Subkegiatan (Sub Output)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Selisih
Air dan Listrik Disediakan (Dengan
yang Satuan:Laporan)
Disediakan
Jumlah Jumlah Laporan
Laporan Penyediaan Jasa
3.25.01.2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Penyediaan Jasa Penyediaan Pela};anan Umum 12
o M Pelayanan Umum Jasa Pelayanan 12 Laporan 41.741.280 370.913.360 329.172.080
.08.0004 Umum Kantor Kantor Umum Kantor Kantor yang Laporan
Disediakan (Dengan
yang Satuan:Laporan)
Disediakan )
Persentase
Pemeliharaan Persentase Baran
q Pemeliharaan Barang Milik s g
Pemeliharaan Barang o Milik Daerah yang
3.25.01. | Milik Daerah Penunjang | 0orang Milik Daerah | Daerah dipelihara dan
B Penunjang Urusan Penunjang A 100% 100% 651.424.000 782.657.000 131.233.000
2.09 Urusan Pemerintahan P Urusan berfungsi dengan
Daerah : baik (Dengan
Daerah Pemerintahan
Satuan:Persentase)
Daerah yang
layak fungsi
Jumlah Jumlah Kendaraan
. Penyediaan Jasa Kendaraan -
Penyediaan Jasa - - Perorangan Dinas
. . Pemeliharaan, Biaya Perorangan
Pemeliharaan, Biaya . . atau Kendaraan
3.25.01.2 | Pemeliharaan, dan Pajak Pemeliharaan, dan Dinas atau Dinas Jabatan yang
T i Pajak Kendaraan Kendaraan L 0 Unit 1 Unit 0 68.648.000 68.648.000
.09.0001 Kendaraan Perorangan Perorangan Dinas Dinas Jabatan Dipelihara dan
Dinas atau Kendaraan g e dibayarkan
. atau Kendaraan yang Dipelihara .
Dinas Jabatan . - Pajaknya (Dengan
Dinas Jabatan dan dibayarkan SR
- Satuan:Unit)
Pajaknya
Jumlah Jumlah Kendaraan
Penyediaan Jasa Kendaraan Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Dinas atau Lapangan
3.25.01.2 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Operasional yang Dipelihara
A Pemeliharaan, Pajak dan dan Perizinan atau Lapangan | dan dibayarkan 12 Unit 11 Unit 198.480.000 145.470.000 (53.010.000)
.09.0002 . . . S .
Perizinan Kendaraan Dinas | Kendaraan Dinas yang Dipelihara | Pajak dan
Operasional atau Lapangan | Operasional atau dan dibayarkan | Perizinannya
Lapangan Pajak dan (Dengan
Perizinannya Satuan:Unit)
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Jumlah dan Mesin Lainnya
3.25.01.2 | Pemeliharaan Peralatan . Peralatan dan o . .
. . Peralatan dan Mesin . . yang Dipelihara 38 Unit 37 Unit 26.860.000 26.290.000 (570.000)
.09.0006 dan Mesin Lainnya . Mesin Lainnya
Lainnya ane Dipelihara (Dengan
yang Dip Satuan:Unit)
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Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Program
(Outcome)/Kegiatan

Target

Kode ) Pagu Keterangan
(Output)/Subkegiatan (Sub Output)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Selisih
Jumlah Jumlah Gedung
. . Kantor dan
. e Pemeliharaan/Rehabi | Gedung Kantor .
3.25.01.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya
(o A Gedung Kantor dan . yang 1 Unit 1 Unit 426.084.000 542.249.000 116.165.000
.09.0009 - dan Bangunan Lainnya yang N .
Bangunan Lainnya . L . Dipelihara/Direhab
Lainnya Dipelihara/Dir litasi
ehabilitasi ilitasi (Dengan
Satuan:Unit)
PROGRAM Jumlah Jumlah Produksi
PROGRAM PENGELOLAAN | PENGELOLAAN produksi Nelayan Kecil 20.972 25.787,71
gt PERIKANAN TANGKAP PERIKANAN nelayan kecil (Dengan Ton Ton SRy ol HIR LY [ R D)
TANGKAP (ton) Satuan:Ton
Jumlah nelayan
kecil yang
G, | SOy R B EL AT ﬁ‘:i:b:;d;};?ln dalam ﬂ:f!.' 'TI. oyl | Gl
. | Kecil dalam Daerah y y (Dengan 3 KUB 5000 RTP 8.626.055.000 8.102.834.900 (523.220.100)
2.02 Daerah yang
Kabupaten/Kota 5 Satuan:Rumah
Kabupaten/Kota diberdayakan 5
Tangga Perikanan
(RTP)
Jumlah Jurr_llah Nelayan
3.25.03.2 | Pengembangan Kapasitas Pengembangan Nelayan Kecil I\K/Iiiig al?ft
A g g p Kapasitas Nelayan yang g 50 Orang 0 Orang 53.470.000 - (53.470.000)
.02.0001 | Nelayan Kecil . > Kapasitasnya
Kecil Meningkat
Kapasitasnya (Dengan
Satuan:Orang)
Jumlah
Kelompok Jumlah Kelompok
Pelaksanaan Nelayan Kecil Nelayan Kecil yang
Pelaksanaan Fasilitasi Fasilitasi yang Difasilitasi
3.25.03.2 | Pembentukan dan Pembentukan dan Difasilitasi Pembentukan dan 60 60
.02.0002 Pengembangan Pengembangan Pembentukan Pengembangan Kelompok Kelompok 142.662.000 59.776.900 (82.885.100)
Kelembagaan Nelayan Kecil | Kelembagaan Nelayan | dan Kelembagaannya
Kecil Pengembangan | (Dengan
Kelembagaann Satuan:Kelompok)
ya
Jumlah Unit Jumlal’} Ur'n't Usgha
yang Difasilitasi
Usaha yang
e s Pelaksanaan P Penyaluran
Pelaksanaan Fasilitasi Fasilitasi Bantuan Difasilitasi Bantuan Pen
8.25.03.2 | Bantuan Pendanaan, Pendanaan, Bantuan | Lenyaluran Danaan, Bantuan | °000 Unit | 5000 Unit | 544 935 000 | 1.195.242.000 (345.690.000) | Refocussing
.02.0003 | Bantuan Pembiayaan, . Bantuan Pen - Usaha Usaha
- Pembiayaan, Pembiayaan,
Kemitraan Usaha . Danaan, X
Kemitraan Usaha Kemitraan Usaha
Bantuan
Pembiayaan (Dengan
yaan, Satuan:Unit Usaha)
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Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Program
(Outcome)/Kegiatan

Target

Kode ) Pagu Keterangan
(Output)/Subkegiatan (Sub Output)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Selisih
Kemitraan
Usaha
Jumlah Sarana dan
. Jumlah Sarana
. Penyediaan Sarana Prasarana
3.25.03.2 Penyediaan Sarana dan dan Prasarana dan Prasarana Pemberdayaan
A A Prasarana Pemberdayaan Pemberdayaan 381 Unit 641 Unit 6.888.991.000 6.847.816.000 (41.175.000)
.02.0004 . Pemberdayaan Usaha Usaha Nelayan
Usaha Nelayan Skala Kecil . Usaha Nelayan .
Nelayan Skala Kecil . Skala Kecil (Dengan
Skala Kecil .
Satuan:Unit)
PROGRAM Jumlah Jumlah Produksi
PROGRAM PENGELOLAAN | PENGELOLAAN Produksi Pembudidaya Ikan 7.988 9.614,28
St PERIKANAN BUDIDAYA PERIKANAN Pembudidaya (Dengan Ton Ton PR (S PRI ERAERETLY
BUDIDAYA Ikan Satuan:Ton
Jumlah kelompok
Jumlah pembudi daya ikan
Pemberdayaan kelompok kecil yang
SRR || GO EEES RS CN o e e[| BEEERCRA | LGRS 1 21y 138.766.000 38.270.000 (100.496.000)
2.02 Daya Ikan Kecil Kecil ikan kecil (Dengan Kelompok | Kelompok
yang Satuan:Rumah
diberdayakan Tangga Perikanan
(RTP))
Jumlah Jumlah Kelompok
Kelompok Pembudi Daya Ikan
. Pengembangan Pembudi Daya Kecil yang
8.25.04.2 | Pengembangan Kapasitas | oo pembudi | Tkan Kecil yang | Mengikuti 20 20 90.546.000 38.270.000 (52.276.000) | Refocussing
.02.0001 Pembudi Daya Ikan Kecil . s Kelompok Kelompok
Daya Ikan Kecil Mengikuti Pengembangan
Pengembangan | Kapasitas (Dengan
Kapasitas Satuan:Kelompok)
Jumlah Jumlah Kelompok
Pelaksanaan Kelompok Pembudi Daya Ikan
Pelaksanaan Fasilitasi Fasilitasi Pembudi Daya Kecil yang
3.25.04.2 Pembentukan dan Pembentukan dan Ikan Kecil yang | Mengikuti 30
0'2 600'2 Pengembangan Pengembangan Mengikuti Pembentukan dan Kelompok 0 Kelompok 48.220.000 - (48.220.000) Refocussing
e Kelembagaan Pembudi Kelembagaan Pembentukan Pengembangan p
Daya Ikan Kecil Pembudi Daya Ikan dan Kelembagaan
Kecil Pengembangan | (Dengan
Kelembagaan Satuan:Kelompok)
Jumlah 330 330
3.25.04. | Pengelolaan Pengelolaan pembudidaya Pembudid | Pembudida | 1.863.350.000 | 2.798.799.000 935.449.000
2.04 Pembudidayaan Ikan Pembudidayaan Ikan | ikan yang K K
memenuhi aya Ikan ya Ikan
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Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Program
(Outcome)/Kegiatan

Target

Kode ) Pagu Keterangan
(Output)/Subkegiatan (Sub Output)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Selisih
standar sesuai
SOP
. Jumlah Data Jumlah ]?ata dan
Penyediaan Data dan . Informasi
. - dan Informasi .
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaa Pembudidayaan
3.25.04.2 | Informasi Pembudidayaan Pembudidayaan Ikan Ikan dalam 1 (Satu) 4
.04.0001 | Tkan dalam 1 (Satu) Daerah | dalam 1 (Satu) n lkan dalam 1| no 0oy Dokumen | 4 Dokumen 41.572.000 11.972.000 (29.600.000)
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten /Kot Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota a b (Dengan
Satuan:Dokumen)
Dokumen hasil | Dokumen hasil
pelaksanaan pelaksanaan
o . Monitoring Kesehatan | monitoring monitoring
3.25.04.2 ?;;g?;iige;ihgﬁlj? dI:aan Ikan dan Lingkungan | kesehatan ikan | kesehatan ikan dan 12 12
A g g Yy Budidaya dalam 1 dan lingkungan | lingkungan dalam 1 50.736.000 9.738.000 (40.998.000)
.04.0008 dalam 1 (satu) Daerah h 1 h Dokumen Dokumen
Kabupaten,/Kota (satu) Daeral dalam 1 (satu) (satu) Daera
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kot | (Dengan
a Satuan:Dokumen)
L Jumlah Sarana
Penjaminan Jumlah Sarana .
L . . . Pembudidayaan
Penjaminan Ketersediaan Ketersediaan Sarana Pembudidayaa
3.25.04.2 | Sarana Pembudidayaan Pembudidayaan lkan n Ikan dalam 1 Ikan dalam 1 (Satu)
e Daerah 137 Unit 381 Unit 1.771.042.000 2.777.089.000 1.006.047.000
.04.0009 Ikan dalam 1 (Satu) Daerah | dalam 1 (Satu) (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten /Kot
Kabupaten/Kota a (Dengan
p Satuan:Unit)
PROGRAM Jumlah Jumlah Produksi
PROGRAM PENGOLAHAN . 3
3.25.06 | DAN PEMASARAN HASIL | LENGOLAHAN DAN | Produksi = | Pengolah Hasil 1.356,32 | 1.465,29 | , 557 550.500 | 662.041.600 (565.517.900)
PERIKANAN PEMASARAN HASIL Pengolah Hasil | Perikanan (Dengan Ton Ton
PERIKANAN Perikanan Satuan:Ton)
Jumlah usaha | Jumlah usaha
pengolahan pengolahan dan
Pembinaan Mutu dan pemasaran hasil
Pembinaan Mutu dan q pemasaran perikanan skala
o dan Keamanan Hasil 5 q 3
Keamanan Hasil Perikanan bagi hasil kecil dan mikro
3.25.06. Perikanan bagi Usaha Usaha Pengolahan penkana:} yang fnendapatkan 0 Unit 100 Unit 305.210.000 47.773.000 (257.437.000)
2.02 Pengolahan dan skala kecil pembinaan mutu Usaha Usaha
q dan Pemasaran »
Pemasaran Skala Mikro . dan mikro dan keamanan
A Skala Mikro dan p 5
dan Kecil o yang hasil perikanan
Kecil
mendapatkan (Dengan
pembinaan Satuan:Unit
mutu dan Usaha)
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Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Program
(Outcome)/Kegiatan

Target

Pagu

Keterangan

Kode
(Output)/Subkegiatan (Sub Output)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Selisih
keamanan
hasil
perikanan
Jumlah Unit
Usaha
Pengolahan Jumlah Unit Usaha
dan Pemasaran | Pengolahan dan
Hasil Pemasaran Hasil
Perikanan yang | Perikanan yang
Pembinaan terhadap mendapatkan mendapatkan
Pembinaan terhadap Penerapan pembinaan pembinaan
Penerapan Persyaratan Persyaratan Perizinan | terhadap terhadap
Perizinan Berusaha Pada Berusaha Pada Usaha | Penerapan Penerapan . .
8:25.06-2 | 1y ha Pengolahan dan Pengolahan dan Persyaratan Persyaratan 200 Unit | 100 Unit 305.210.000 47.773.000 (257.437.000)
.02.0002 . . . . 2 Usaha Usaha
Pemasaran Hasil Perikanan | Pemasaran Hasil Perizinan Perizinan Berusaha
sesuai Skala Usaha dan Perikanan sesuai Berusaha Pada | Pada Usaha
Risiko Skala Usaha dan Usaha Pengolahan dan
Risiko Pengolahan Pemasaran Hasil
dan Pemasaran | Perikanan sesuai
Hasil Skala Usaha dan
Perikanan Risiko (Dengan
sesuai Skala Satuan:Unit Usaha)
Usaha dan
Risiko
Penyediaan dan q
Penyediaan dan Penyaluran Bahan e . e, 1!:an
Penyaluran Bahan Baku Baku Industri kl: tersedui:m konst(lil.'ns:l yang 4 441
3.25.06. | 1 Justri Pengolahan Ikan | Pengolahan Ikan ikan untu tersedia dan S B80 95,58 | 922.349.500 614.268.600 (308.080.900)
2.03 d konsumsi dan tersalurkan (ton) 9 Ton Ton
alam 1 (Satu) Daerah dalam 1 (Satu) lah D
Kabupaten/ Kota Daerah Kabupaten/ pengolahan (Dengan
Kota (ton) Satuan:Ton
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Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025

Indikator Program

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome.) /Kegiatan Target Pagu Keterangan
(Output)/Subkegiatan (Sub Output)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Selisih
Jumlah Jumlah
Peningkatan .
. . Peningkatan
Peningkatan Ketersediaan Ketersediaan Ikan
Peningkatan Ketersediaan Ketersediaan Ikan Ikan untuk .
. . . untuk Konsumsi
3.25.06.2 Ikan untuk Konsumsi dan untuk Konsumsi dan Konsumsi dan dan Usaha
A Usaha Pengolahan dalam 1 Usaha Pengolahan Usaha 534 Ton 945 Ton 539.035.500 245.248.600 (293.786.900) Refocussing
.03.0001 Pengolahan Dalam
(Satu) Daerah dalam 1 (Satu) Pengolahan
1 (Satu) Daerah
Kabupaten /Kota Daerah Dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Daerah
Kabupaten /Kot (Dengan
a Satuan:Ton)
Jumlah Pelaku | Jumlah Pelaku
. . Usaha Usaha Perikanan
Pemberian Fasilitas . .
. i . . Perikanan Skala Mikro dan
Pemberian Fasilitas bagi bagi Pelaku Usaha . -
- > Skala Mikro Kecil dalam 1 (Satu)
3.25.06.2 Pelaku Usaha Perikanan Perikanan Skala dan Kecil Daerah 88 Pelaku 88 Pelaku
A, Skala Mikro dan Kecil Mikro dan Kecil 383.314.000 369.020.000 (14.294.000)
.03.0002 dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Usaha Usaha
dalam 1 (Satu) Daerah dalam 1 (Satu) iy
Daerah yang Terfasilitasi
Kabupaten/Kota Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kot | (Dengan
ayang Satuan:Pelaku
Terfasilitasi Usaha)
3.25.0.0
0.0.00.0 | UPTD PELAYANAN BIDANG PERIKANAN 49.162.300 53.342.300 4.180.000
1.0001
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 49.162.300 53.342.300 4.180.000
PROGRAM Persentase
PROGRAM PENUNJANG PENUNJANG pelaksanaan Indeks Pelayanan
URUSAN PEMERINTAHAN | URUSAN penunjang k o
3.25.01 DAERAH PEMERINTAHAN arusan glt;sekretanatan 85% 49.162.300 53.342.300 4.180.000
KABUPATEN/KOTA DAERAH pemerintah
KABUPATEN/KOTA daerah
Persentase
Penyediaan Persentase
3.25.01. | Administrasi Umum Administrasi Umum | Administrasi Pemenuhan o
2.06 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Umum Pelayanan Umum Ll g ez SRR Sty
Perangkat Perkantoran
Daerah
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Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Program
(Outcome)/Kegiatan

Kode Target Pagu Keterangan
(Output)/Subkegiatan (Sub Output)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Selisih
Jumlah Paket Jumlah Paket
. Penyediaan Peralatan | Peralatan dan Peralatan dan
3625'01'2 Penyediaan Peralatan dan dan Perlengkapan Perlengkapan Perlengkapan 3 Paket 3 Paket 16.322.300 16.322.300 -
.06.0002 | Perlengkapan Kantor
Kantor Kantor yang Kantor yang
Disediakan Disediakan
Jumlah
Laporan Jumlah Laporan
3.25.01.2 Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Penyelenggaraa | Penyelenggaraan 12
d 6 600'9 Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan | n Rapat Rapat Koordinasi Laporan 12 Laporan 32.840.000 37.020.000 4.180.000
T SKPD Konsultasi SKPD Koordinasi dan | dan Konsultasi
Konsultasi SKPD
SKPD
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Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kota Batam Tahun
2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas
Perikanan Kota Batam Tahun 2025 - 2030 dalam menunjang tercapainya visi
dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun
2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Batam sebagai bahan
dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang
bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang
membidangi urusan terkait Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan Kota
Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari
itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas
Perikanan Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-kaidah
pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Dinas Kota Batam Tahun Anggaran 2025;

2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program,
kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung
pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk
mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan
dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar
program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi
mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan
kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana
pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang
bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program
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maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target
yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Batam sebagai acuan
dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-
masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk
daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan
ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun
2025 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan
pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

WALIKOTA BATAM,

!

AMS CHMAD




